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ABSTRAK

Zakia  Arisandi/222012077/2016/Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanja Dengan Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
anggaran belanja jika diukur dengan Value For Money tahun 2012 sampai dengan 2014.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu
bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan sistem
penerimaan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di kota
palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan
kuantitatif. Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa value for money
pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun
2012-2014 sudah ekonomis, pada tahun 2012 sudah efisien namun pada tahun 2013-2014
belum berjalan dengan baik karena kurang efisien dan efektif.

Kata Kunci : Value for money, Anggaran belanja



ABSTRACK

Zakia Arisandi / 222012077/2016 / Accounting / Analysis System Improvement Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.

ormulation of the problem in this study is whether the efforts that must be made in the
Rorder to increase acceptance of retribution route permits in the city of Palembang. This type of
research used in this research is descriptive research that aims to know the efforts that must be
made in order to improve reception systems levies to raise revenue levy route permits in the city of
Palembang . The data used in this study are primary data and secondary daia . Data collection
methods used in this study were interviews and documentation . Analysis of the data used in this
study is a qualitative and quantitative analysis . Analytical results from this study can be
concluded that efforts should be made by the government to raise revenue levy route permit is
doing expansion of revenue base that consists of evaluating the tariff on route permits , revalued
over the object levies . Appraisers need to pay attention back to the subject of scrutiny and
revaluation of the reassessment of the service . Efforts must be taken by the government is control
over revenue leakage by way of audits , improve the system of the reception area , and provide
adequate rewards to people who are obedient to pay the levy and impose sanctions for
noncompliance . As well as Increase Efficiency Revenue Administration .

keyword:value for money, budget execution.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi
suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini
menyebabkan aspek transparansi dan akuntanbilitas. Akuntanbilitas publik adalah
kewajiban agen pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan berkaitan dengan pengguna sumber
daya publik kepada pemberi mandat. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005
tentang Pengelola Keuangan Daerah, dimana kebijakan pengelolaan keuangan
daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat mengindetifikasi
dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun
anggaran.

Keberhasilan suatu organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata
dari persepktif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat
menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit,
keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya.

Mahsun (2009: 25) mengemukakan bahwa kinerja (performance) adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering
digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut

mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.



Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan.
Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga berisi target
kinerja kualitatif. Karena itu, aspek pertanggungjawabannya tentu tidak cukup
hanya berupa laporan keuangan tetapi juga harus dilengkapi dengan laporan
kinerja.

Nordiawan (2008: 48) mengemukakan bahwa Anggaran dinyatakan sebagai
pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
dalam ukuran financial. Mardiasmo (2003: 62) mengemukakan bahwa Anggaran
publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana
perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang
paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
mengenail pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Dalam proses pengganggaran dan evaluasinya, organisasi sektor publik,
khususnya pemerintah selalu terfokus pada pegukuran inpur (mean measure),
bukan pengukuran outcome (end measure). Pengukuran demikian hanya befokus
pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi, tetapi tidak menjelaskan dampak
program-program pembangunan terhadap masyarakat. Hal itu berarti pengukuran
input tidak penting bagi pemerintah. Pemerintah perlu mengukur input, misalnya
banyaknya anggaran yang dibelanjakan dan apa yang telah dilakukan. Namun
demikian, apablia pengukuran kinerja hanya berfokus pada input dan ouput (

anggaran dan realisasinya), bukan owfcome, manfaat, dan dampak terhadap



masyarakat, maka organisasi sektor publik tidak akan mampu melihat
keberadaannya sendiri bahwa ia ada untuk melayani masyarakat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian
kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau
kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah.
Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku
untuk melakukannya.

Pengukuran kinerja dengan value for money merupakan konsep pengelolaan
organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis yaitu perolehan input dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada harga terendah, Terkait dengan sejauh mana organisasi
sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Konsep ekonomis
memastikan biaya inmput yang digunakan dalam operasional organisasi dapat
diminimalkan. Tingkat ekonomis diukur dengan membandingkan realisasi
pengeluaran dengan anggaran pengeluaran instansi tersebut.

Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan inpuf tertentu atau
penggunaan input yang terendah untuk mencapai owtput tertentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau
target yang telah ditetapkan. Konsep efisiensi memastikan bahwa oufput yang
maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

Standar Kinerja atau target yang telah ditetapkan juga diperlukan efektivitas.

Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.



Konsep efektivitas berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi
dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Tingkat efektivitas diukur
dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatannya.
Mardiasmo (2009: 4) mengemukakan bahwa Ouwfput merupakan hasil yang
dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.Secara sederhana efektivitas
merupakan perbandingan outcome dengan output. Pengertian ouwtcome adalah
dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik
dalam bidang jasa dan kontruksi. Organisasi sektor publik sudah mengalami
tekanan untuk lebih efisiensi, memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak
negatif dari aktivitas yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran
yang cukup besar dalam anggaran belanja rutin. Laporan anggaran dan realisasi
belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kota Palembang dapat dilihat di tabel .1

Tabel L1

Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan PSDA

2012-2014
Tahun Anggaran Realisasi Persentase (%)
2012 103.338.311.106,74 92.068.325.843 89,09 |
2013 271.146.845.846 | 255.145.885.601 94,10
2014 247.447.150.258,68 | 225.618.178.845 91,18

Sumber: DinasPekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016
Tabel diatas menunjukan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada 3

tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 realisasinya mengalami



kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 realisasi belanja lebih

rendah dibandingkan anggaran belanja yaitu 89,09%, selanjutnya pada tahun 2014

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 91,18%. Anggaran dan

realisasi belanja tidak pernah mencapai target kinerja yang sudah ditentukan yaitu

100% ini dapat menunjukan bahwa kurang efektifnya pencapaian target anggaran

dan realisasi belanja tersebut.

Tabel 1.2

Laporan Program/Kegiatan yang Tidak Terealisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang

Tahun 2012-2014

Pengadaan Kontruksi Jaringan Air
- Pengadaan Kontruksi Pintu Air

Tahun Nama Program/Kegiatan Realisasi
2012 Pengadaan Kontruksi Jalan
- Perbaikan Jalan
442 .654.362
2013 Pengadaan Kontruksi Jembatan
- Pengadaan Kontruksi Jembatan
Penyberangan orang
7.482.600
2014 Pengadaan Kontruksi Jalan
- Perbaikan jalan
29.774.250

108.198.875.750

Sumber: Dinas P.U Bina Marga dan PSDA Kota Palembang, 2016

Tabel diatas menunjukan program/kegiatan yang tidak trealisasi tahun 2012,

2013, dan 2014. Pada tahun 2012 program pengadaan kontruksi jalan yang tidak

terealisasi.yaitu perbaikan jalan sebesar Rp. 442.654.362.000 . Pada tahun 2012

program Pengadaan Kontruksi Jembatan yang tidak terealisasi yaitu pengadaan

kontruksi jembatan penyeberangan orang sebesar Rp 7.482.600.000. Pada tahun




2014 program Pengadaan Kontruksi Jalan yang tidak terealisasi perbaikan jalan
sebesar Rp 29.774.250.000 Pengadaan Kontruksi Jaringan Air yang tidak
terealisasi yaitu Pengadaan Kontruksi Pintu Air sebesar Rp 108.198.875.750

Realisasi anggaran program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang disetiap tahunnya rata-rata
sudah terealisasi hanya ada beberapa program/kegiatan saja yang tidak terealisasi
dan yang paling banyak yaitu di tahun 2014 ada dua program/ kegiatan yang tidak
terealisasi atau tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan dan ini dapat
menunjukan bahwa kurang efektifitasnya pencapaian program/kegiatan tersebut.

Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang menggunakan tolak ukur
utamanya adalah anggaran. Maka dari itu penulis akan menganalisis laporan
keuangan dengan value for money dalam mengontrol keuangan schingga dapat
menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Dengan Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.



B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimanakah
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang jika diukur dengan Value For

Money tahun 2012 sampai dengan 20147

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari
~  penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja pelaksanaan anggaran
belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

dengan Value IFor Money tahun 2012 sampai dengan 2014

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:
1. Bagi Penulis
Penelitian in1 dapat menambah wawasan keilmuan mengenai akuntansi sektor
publik, serta untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai masalah

kinerja dengan menggunakan Value For Money.

S

Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan

masukkan atau pertimbangan bagi instansi yang ada pada bagian keuangannya



dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan Value For Money sehingga
dapat gambaran tentang ekonomis, efisien, dan efektivitas.

. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menjadi masukkan bagi
pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa akuntansi sebagai bahan

acuan untuk peneliti di masa yang akan datang.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Sebelumya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tri (2007) yang berjudul Analisis
Penerapan Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengukuran kinerja financial
Jjika dinilai menggunakan Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja finansial pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan konsep value for
money cukup ekonomi, efisien, dan efektif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah
data sekunder, data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), vaitu: data Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) periode tahun 2002 sampai 2004. Variabel vang digunakan dalam
penelitian ini adalah konsep value for money (ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas).

Teknik analisis adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis
kuantitatif, serta melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian adalah jika
dilihat berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2001 sampai 2004 cukup ekonomi, efisien,

dan efektif, jika dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan
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menggunakan konsep value for money, maka kinerja keuangan pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup ekonomi, dan efisien, tetapi tidak efektif

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ariel (2013) yang berjudul Analisis
Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA
Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif.. Teknik pengumpulan data adalah tenik
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deksriptif. Hasil tingkat
dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 — 2012 sangat
bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2010 dan yang terendah terjadi
pada tahun 2012. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011,
dikategorikan efisien.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rusita (2015) yang berjudul Analisis
Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran
belanja langsung periode 2011-2014 di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jenis
penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan adalah
data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data adalah deskriptif. Hasil penelitian adalah dalam benja
langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 — 2014 sudah efisien dalam penggunaan

dana (anggaran) yang rendah denga harapan pada setiap proram dalam kegiatan
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yang dijalankan bermanfaat semakin baik. Pencapaian belanja langsung Dinas
Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 — 2014
sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada
belanja tersebut.

Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian
yang akan dilakukan sekarang. Persaman dan perbedaan penelitian tersebut dapat

dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :



Tabel 11.1

Hasil Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

12

Analisis Efisiensi Dan
Efektifitas Pelaksanaan
Realisasi Anggaran
Belanja Langsung Dinas
Pendidikan Kota
Semarang

Pendidikan Kota Semarang
sudah efisien, dan efektif.

NO Peneliti dan Judul Hasil Penelitian Persamaan dan
Penelitian Perbedaan Penelitian
1. Tri (2007) Hasil penelitian dilaksanakan | Persamaan data vang
di Biro Pusat Statistik (BPS) | digunakan yaitu sama-sama
Penerapan Value For Pemerintah Daerah Istimewa | menggunakan data sckunder
Money Pada Pemerintah Yogyakarta dan cukup
Daerah ekonomi,Efisien, dan Perbedaannya terletak pada
Istimewa’ Yogyvakarta efektivitas. Objek Penelitian, Objek
sebelumnya dilakukan pada
Dinas Biro Pusat Statistik
( BPS) Kota Yogyakarta
sedangkan Penelitian
Sekarang Pada Dinas PU
Bina Marga dan PSDA
Kota Palembang.

2, Arel (2013) Hasil penelitian Tingkat Persamaan data yang
Analisis Efektifitas Dan efektifitas tertinggi pada digunakan adalah data
Efisiensi Pelaksanaan tahun 2010 dan yang terendah | sekunder dan wawancara.
Anggaran Belanja Badan | terjadi pada tahun 2012.

Perencanaan Pelaksanaan anggaran belanja | Perbedaannya teknik vang

Pembangunan Daerah tahun 2008 sampai 2011, digunakan dalam penelitian

Minahasa Selatan dikategorikan efisien. ini menggunakan rasio
efektifitas dan efisien,
sedangkan vang digunakan
peneliti adalah value for
money (ckonomuis. efisien
dan efektifitas).

3. Rusita (2015) Hasil penelitian pada Dinas Persamaan dengan

penchitian sebelumnya data
yang digunakan adalah data
sekunder

Perbedaannya teknik vang
digunakan dalam penelitian
ini menggunakan rasio
efektifitas dan efisien,
sedangkan yang digunakan
peneliti adalah value for
money (ckonomis, efisien
dan efektifitas).

Sumber : Penulis, 2016
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B. Landasan Teori

Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Indra (2010: 191) mengemukakan bahwa Anggaran dapat
dinterprestasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan
penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau
beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data
penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan
organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan
penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan
berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran
modal tahunan.

Nordiawan (2008:48) mengemukakan bahwa anggaran dinyatakan
sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode
waktu tertentu dalam ukuran financial. Mardiasmo (2003: 62)
mengemukakan bahwa Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja
dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran
publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan
dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja,
dan aktivitas.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu

rencana finasial yang menyatakan:
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1)  Berapa biaya yang atas rencana-rencana dibuat
2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk
mendanai rencana tersebut.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpukan bahwa Anggaran suatu
rencana instansi pemerintahan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan
organisasi dimasa yang akan datang. Anggaran memberikan informasi
mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan

datang.

. Fungsi anggaran Sektor Publik
Mardiasmo (2009: 63-66) mengemukakan bahwa Anggaran sektor public
mempunyai beberapa fungsi utama
1) Anggaran sebagai alat perencanaaan (planning tool)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai
tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang
dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja
pemerintah tersebut.
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
a) Merupakan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi

dan misi yang ditetapkan.



2)
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b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber
pembiayaannya.

c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang
telah disusun.

d) Menentukan indkator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaaan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa
anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalkan pemborosan-
pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa presiden, menteri, gurbenur, bupati, dan manjer publik lainnya
dapatt dikendalikan melalui anggaran . anggaran sektor publik dapat
digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuatan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk

menghindari adanya over spending, under spending, dan salah sasaran

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan
prioritas. Anggaran merupakan alat utuk memonitori kondisi keuangan
dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan empat cara, yaitu

a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

b) Menghitung selisth anggaran



3)

4)

5)
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¢) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat
dikendalikan atas suatu varians
d) Merevisi standar biaya atau target anggara untuk tahun berikutnya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat
digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan
kegiatan ekonomi masyarakat schingga dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
Anggaran sebagai alat politik (Politik Tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik,
anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen
eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk
kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan
tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu pembuatan
anggaran publik membutuhkan political skill. Coalition building,
keahlian bernegoisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen
keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar
sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran telah
disetejui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak
menurunkan kreditibilas pemerintah.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi



6)

7)
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Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam poses penyusunan
anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian
dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan
mampu mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam
pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga
berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan
eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian
organisasi untuk dilaksanakan.

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dan budger holder kepada
pemberi wewenang legislatif. Kinerja esekutif akan dinilai berdasarkan
berapa yang berhasil i1a capai dikaitkan dengan anggaran yang
ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengetahuan
pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan
staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat
memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat chalenging but
attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target
anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat
dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah

untuk dicapai.
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8) Anggaran Sebagai Alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan

DPR/DPRD. Masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyrakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi

kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses

politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang
terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan
pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka,
maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti
dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

Indra (2010: 192) megemukakan bahwa Anggaran publik
berfungsi sebagai berikut:

1) Anggaran merupakan hasil akhir dan proses penyusunan rencana
kerja

2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan
dimasa yang akan datang.

3) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta
bawahan

4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja

5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif

serta efisien dalam pencapaian visi organisasi
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6) Anggaran merupakan instrumen politik

7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

c. Jenis-jenis Anggaran

Nordiawan (2010: 71-72) mengemukakan bahwa Secara garis besar

anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

1)

2)

Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs capital budget)
Berdasarkan jenis aktivanya, anggaran dibagi menjadi anggaran
operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan
untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-harn
dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering
dikelompokan sebgai pengeluara pendapatan (revenue expenditure).
Yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlah nya kecil serta
tidak menambah fungsi suatu aset. Anggaran modal menunjukan
rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti
gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal
adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi
sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional
untuk biaya pemeliharaannya.

Anggaran berdasarkan pengesahan

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran

tentatif dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang



3)

4)

5)
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tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena
kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan
sebelumnya. Sebaliknya, anggaran enacted adalah anggaran yang
direncanakan, kemudian dibahas dan disetejui oleh lembaga legislatif.
Anggaran dana umum vs anggaran dana khusus

Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi dana
umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiyai
kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari , sedangkan
dana khusus dicadangkan/ dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.
Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (general
budget) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus
(special budget).

Anggaran tetap vs anggaran fleksibel

Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya
di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui
meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam
anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun,
jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfuktual bergantung pada
banyaknya kegiatan yang dilakukan.

Anggaran eksekutif vs anggaran legislatif

Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran
eksekutif, yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam

hal ini pemerintah . serta anggaran legislatif, yaitu anggaran yang
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disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain
itu, ada juga yang disebut anggaran bersama, yaitu anggaran yang
disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus
disebut anggaran komite.

Mardiasmo (2009: 66 ) mengemukakan bahwa jenis-jenis Anggaran

sektor publik dibagi menjadi dua yaitu:

1)

2)

Anggaran operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan
sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah
yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja
Rutin”. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebutberulang-
ulang ada setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori
anggaran operional belanja administrasi umum dan belanja operasi dan
pemeliharaan.

Anggaran modal

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan,
perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya
dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/ modal

adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun
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anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan
selanjutnya akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan
selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan
pemeliharaannya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang
yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam
sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada
pemerintah melalui proses pemelihan umum. Politisi mentransalisikan
mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang
memberi manfaat bagi pemilih yang direflesikan dalam anggaran.
Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai
trade-off, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang
tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya

penambahan jumlah pajak yang dibayar publik.

d. Karakteristik Anggaran Sektor publik

Indra (2010: 192) mengemukakan bahwa Karakteristik anggaran

publik terdiri dari:

a)

b)

c)

Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non
keuangan.

Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu
atau beberapa tahun.

Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan.



d)

€)
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Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwewenang
yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi

tertentu.

. Prisip-prinsip Penganggaran

Mardiasmo (2009: 67-68) mengemukakan bahwa Prinsip-prinsip

anggaran sektor publik meliputi:

1)

2)

3)

4)

3)

Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih
dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
Komprehensif

Anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya
menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum (general fund).

Nondiscretionary appropritation

Jumlah yang disetejui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara
ekonomus, efisien, dan efektif.

Periodik



6)

7)

8)

1)

2)
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Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan
maupun multi tahunan.
Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang
tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong
pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan
munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak
membingungkan.
Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyrakat luas.

Menurut Indra (2010: 193) Prinsip-prinsip penganggaran yaitu:
Demokratis
Mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan
pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus
ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak
mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan
persetejuan dari legislatif
Adil
Berarti bahwa anggaran harus diarahkan secara optimal bagi
kepentingan orang banyak dan secara proposional dialokasikan ke

semua kelompok dalam masyrakat sesuai dengan kebutuhannya.
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3) Transparan
Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran
negara vang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga
masyarakat umum.

4) Bermoral tinggi
Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan
perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan
moral yang tinggi.

5) Berhati-hati
Berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara
berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal
harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur
hutang organisasi

6) Akuntanbel
Berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal

kepada rakyat.

f. Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Mardiasmo (2002: 62-63) mengemukakan bahwa Anggaran sektor

publik penting karena beberapa alasan yaitu:
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1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk mengarahkan
pembangunan  sosial-ekonomi, menjalin  kesinambungan, dan
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan

masyarakat.

2. Belanja

Hafiz (2009:200) mengemukakan bahwa Belanja adalah pengeluaran dan
rekening kas umum negara/ daerah yang mngurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperolh pembayarannya
kembali oleh pemerintah. Dalam pemendagri Nomor 13 Tahun 2006
disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan
pengeluaran darah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan darah dan tidak
dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

a. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung diklasifikasikan

menjadi 3 macam, yaitu:
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1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai sebagaimana mestinya untuk pengeluaran
honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengelaran pembelian atau
pengadaan barang yang nilai pemanfaatannya kurang dari 12 bulan
untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal
Belanja Modal sebagaimana mestinya digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan untuk pembelian dan pengadaan barang dan nilai
manfaatnya lebith dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Kinerja
a. Pengertian Kinerja

Indra (2006: 274) mengemukakan bahwa Kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning)
suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai
oleh organisasi dalam periode tertentu dalam pengukuran keberhasilan

atau kegagalan suatu organisasi tersebut harus dicatat dan diukur,
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pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada impur (masukan) program,
tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Basri dan Rivai (2007: 113) mengemukakan bahwa kinerja adalah
kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan
dan menyempurnakan sesuai dengan pertanggungjawabnya dengan hasil
yang diharapkan. Mahsun (2009: 25) mengemukakan bahwa kinerja
(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau
tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan
yang telah ditetapkan.

Jadi  kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan

tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tujuan Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 122) mengemukakan bahwa tujuan sistem pengukuran
kinerja antara lain:
1)  Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (fop down dan

bottom up).



2)

3)

4)
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2)

3)
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Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara
berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian
strategi.

Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manager level
menengah bawah serta motivasi untuk mencapai goal congruence.
Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan
individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Deddy (2010:158-159) Tujuan Pengukuran Kinerja yaitu:
Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisassi

Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

Memeperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.

Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemeberian penghargaan (reward) daan hukuman
(punishment).

Memotivasi pegawai.

Menciptakan akuntanbilitas publik.

¢. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 122) mengemukakan bahwa manfaat pengukura

kinerja adalah:

1)

2)

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.

Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
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4)

5)

6)

7)

8)
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Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward
and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur
sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah
terpenuhi.

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Indra (2006: 275) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja sangat

penting perannya sebagai alat manajemen untuk:

1)

2)

3)

4)

Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian kinerja.

Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
Memonitor dan  mengevaluasi pelaksanaan  kinerja  dan
membandingkan dengan rencana kinerja serta melakukan tindakan
untuk memperbaiki kinerja.

Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi
pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran

kinerja yang telah disepakati.
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5)  Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka
upaya memperbaiki kinerja organisasi.

6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan (masyarakat) sudah
terpenuhi.

7)  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.

9)  Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa
manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai landasan untuk memberikan
umpan  balik, mengidentifikasi  butir-butir  kekuatan  untuk
mengembangkan kinerja di masa mendatang, serta mengidentifikasi

butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan pengembangan.

d. Siklus Pengukuran Kinerja
Indra (2006: 281) mengemukakan bahwa terdapat 5 ( lima) tahap untuk
melakukan pengukuran kinerja yaitu:
1) Perencanaan Strategi
Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategi,
yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran,
kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

2) Penetapan Indikator Kinerja
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Setelah perumusan strategi instansi pemerintah perlu menyusun dan
menetapkan ukuran indikator kinerja dan beberapa jenis program,
tahapan ini mungkin mudah dan sederhana untuk di identifikasikan
indikator kinerja dapat berupa indikator input, process, output,
outcomes, benefit, dan impact. Indikator ukuran yang mudah adalah
untuk aktivitas yang dapat dihitung,

3) Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja
Ada tiga kegiatan dalam tahap ini, pertama, harus yakin bahwa
mempunyai data atau pencarian data yang diperlukan terus dilanjutkan
sesuai siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus
mengumpulkan data. Ketiga, menggunakan data pengukuran kinerja
yang disimpan, dalam hal ini harus dengan cara yang dapat dimengerti.

4) Penyempurnaan Ukuran
Pada tahap ini. Pemikiran atas indicator hasil (outcomes) dan indikator
dampak (impact) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas
indikator masukan (input) dan keluaran (output).

5) Pengintegrasian dengan proses manajemen
Pada tahap ukuran kinerja tersedia tantangan selanjutnya adalah

mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

e. Tahap pengukuran Kinerja
Mulyadi ( 2007: 337) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap dalam

melakukan pengukuran kinerja yaitu:
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1) Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian,
pengembangan, dan penyeleksian indicator kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.
2) Sistem Pengumpulan Data Kinerja
Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Dapat
diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari
dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar
organisasi atau data eksternal.
3) Cara Pengukuran Kinerja
Terdapat beberapa cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan yaitu:
a) Membandingkan antara rencana dan realisasinya.
b) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun
sebelumnya.
¢) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan
dianggap terbaik dalam bidangnya ( benchmarking).

d) Membandingkan antara realisasi dengan standar.

f. Prinsip-prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja
Indra (2006: 276) mengemukakan bahwa Pemilihan ukuran kinerja

untuk instansi mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Evaluasi kembali ukuran yang ada dan dievaluasi secara rutin.

Apabila sudah tidak berguna, maka alasan yang terkait dengan
kenyamanan manajemen perlu dikemukakan. Mengukur kegiatan yang
penting, tidak hanya hasil secara keseluruhan.

Pengukuran harus memotivasi tim kerja untuk mencapai tujuan
(gooldriven teamwork).

Pembagian proses pengukuran disesuaikan dengan mekanisme tim
kerja. Apabila tim bekerja dalam rangka pencapaian tujuan, maka
pengukuran lebih pada proses pencapaian tujuan.

Proses merupakan perangkat yang terintegrasi dengan strategi
organisasi.

Sistem pengukuran harus terintegrasi dengan strategi organisasi.

Sistem pengukuran akan memonitor, meminimalisasi biaya,
peningkatan kualitas, pengukuran waktu pelaksanaan produksi, dan
penciptaan pengembalian investasi yang wajar.

Proses pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik.

g. Metode Pegukuran Kinerja

Ada beberapa metode yang digunakan sebagai alat dalam pengukuran

kinerja salah satunya dengan menggunakan balanced scorecard (BSC) dan

Value For Money atau 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektivitas).
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4. Value For Money
a. Pengertian Value For Money

Indra (2006: 280) mengemukakan bahwa value for money merupakan
tolak ukur dalam anggaran belanja organisasi sektor publik. Efisiensi dan
efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam
menyelenggarakan anggaran belanja agar dapat memberikan layanan yang
lebih baik dan kesejahteraan yang maksimal.

Mardiasmo (2009: 127) mengemukakan bahwa value for money
merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja
pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi
harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Mahsun (2006: 132) mengemukakan bahwa value for money
adalah pengukuran kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi,
dan efektivitas. Secara umum value for money adalah penerapan ketiga
prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomis berkaitan dengan
pemilihan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang
paling rendah. Jadi Value For Money merupakan tolak ukur dar pengukuran
kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran

ekonomis, efisien, dan efektivitas.
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b. Konsep Value For Money

Haryanto (2007: 6) mengemukakan bahwa value for money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga
elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Mardiasmo (2009: 130) mengemukakan bahwa elemen pokok yang
mendasari pelaksanaaan menajemen publik yang meliputi: ekonomis,
efisiensi, efektivitas dan owutcome. Tujuan yang dikehendaki oleh
masyarakat mencangkup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value
Jor money, yaitu ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber
daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian
penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektivitas
(berhasil guna) mencapai tujuan dan sasaran.

Mardiasmo (2009: 5) mengemukakan bahwa adapun definisi input,
output, dan outcome adalah:

1) Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu
kebijakan, program, dan aktivitas.

2) Ouwutput merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan,
program, dan aktivitas.

3) Sasaran antara (Throuhput) merupakan analisis value for money
memerlukan data inpur dan data owtput yang memadai karena value for
money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran input dan output.

4) Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas

tertentu.
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¢. Manfaat Value For Money

Haryanto, (2007: 6-7) mengemukakan bahwa manfaat implementasi

konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang
diberikan tepat sasaran.

Meningkatkan mutu pelayanan publik.

Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan
terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost anwareness)
sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Halim (2006: 186) mengemukakan bahwa konsep value for money
sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada
masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan
manfaat berupa:

a)  Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan
yang diberikan tepat sasaran.

b)  Meningkatnya mutu pelayanan publik.

¢)  Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi
dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

d) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.
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d. Pengukuran Value For Money
Mardiasmo (2009: 132) mengemukakan bahwa ketiga pokok dalam
bahasan value for money sangat berkaitan satu dengan yang lainya.
Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan

keluaran, dan efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak.

e. Teknik Pengukuran Kinerja
Mahsun (2009: 181) mengemukakan bahwa Metode yang digunakan
sebagai alat dalam pengukuran kinerja menurut salah satunya dengan
menggunakan value for money atau 3E.
1) Ekonomis
Ekonomi (hemat) sering disebut kehambatan yang mencakup juga
pengelolaan secara hati-hati atau hemat (/'rudency) dan tidak ada
pemborosan.suatu kegiatan operasional dikatan ekonomis bila dapat
menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Mengukur
tingkat kehematan dari pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan
organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan
data-data anggaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur

tingkat ekonomis:

Realisasi anggaran
Tingkat Ekonomis = X 100 %

Anggaran Pengeluaran
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Kriteria ekonomis adalah:

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti
ekonomis.

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti
ekonomis berimbang

¢) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak
ekonomis

Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat produktivitas, Pengukuran efisiensi

(berdaya guna) dilakukan menggunakan. Perbandingan antara output

yang dihasilkan dengan digunakan (cash of output). Proses kegiatan

operasional 1ni dapat dikatakan efisiensi apabila produk yang

dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan

sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well), jadi pada

dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis

karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya

(cost reducation) Pengukuran tingkat input dari organisasi sektor

publik terhadap tingkat output nya memerlukan data-data realisasi

biaya untuk mengukur tingkat efisiensi.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tingkat Efisiensi = X 100%
Realisasi Anggaran Belanja
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Kriteria efisiensi adalah:

a) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka anggaran belanja berarti
dikatakan tidak efisiensi.

b) Jika diperoleh nilai antara 90% - 100% maka anggaran belanja berarti
dikatakan kurang efisiensi.

c¢) Jika diperoleh nilai antara 80% - 90% maka anggaran belanja berarti
dikatakan cukup efisiensi.

d) Jika diperoleh nilai antara 60% - 80% maka anggaran belanja berarti
dikatakan efisiensi.

e) Jika diperoleh nilai dibawah 60% maka anggaran belanja berarti
dikatakan sangat efisiensi.
Efektivitas
Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus
dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses
kegiatan mencapai sasaran atau tujuan akhir kebijakan.
Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-
target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas
memerlukan data-data realisasi pendapatan anggaran atau target

pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

Realisasi Anggaran Belanja
Tingkat Efektivitas = X 100%
Target Anggaran Belanja
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Kriteria efektivitas adalah:
a) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka anggaran belanja berarti
dikatakan sangat efektif.
b) Jika diperoleh nilai antara 90% - 100% maka anggaran belanja
berarti dikatakan efektif.
c¢) Jika diperoleh nilai antara 80% - 90% maka anggaran belanja berarti
dikatakan cukup efektif.
d) Jika diperoleh nilai antara 60% - 80% maka anggaran belanja berarti
dikatakan kurang efektif.
e) Jika diperoleh nilai dibawah 60% maka anggaran belanja berarti
dikatakan tidak efektif.
Outcome
Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap
masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari output, karena output
hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya. Pengukuran
outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif.
Peran retrospektif berhubungan dengan penilaian kinerja masa lalu,
sedangkan prospektif terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang
akan datang.
Indra (2005: 77) mengemukakan bahwa Pengukuran kinerja
menurut salah satunya dengan menggunakan value for money atau

3E.
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Efisiensi

Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi
cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya semakin tinggi
tingkat efisiensinya. Apabila hasil rasionya leboh besar dari satu
dan dibandingkan dengan hasil program yang sama, maka
program tersebut bisa disebut lebih efisien. Dengan rumusan
rasio sebagai berikut:

Bfisiensi = CUIRUT

INPUT

Efektivitas

Efektifitas menunjukan kesuksesan atau kegagalam dalam
pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output.
Jika suatu organisasi bertujuan membangun sebuah rumah sakit
dengan 250 tempat, 4 unit operasi, sebuah departemen
kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua
target tersebut tercapa, maka mekanisme kerja organisasi
tersebut efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur terbangun ,
maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif.

Ekonomis

Ekonomis merupakan indikator tentang penggunaan input yaitu
apakah suatu pembangunan melebihi dari anggaran yang telah

ditetapkan.
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Deddi (2010:160-161) mengemukakan bahwa Pengukuran

kinerja dapat diukur dengan value for money yaitu indikator

ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1)

2)

3)

Ekonomi

Konsep ekonomi terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh
unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya
diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga
yang mendekati harga pasar. Ekonomis dapat dianalisis dengan
membnadigkan imput sekunder pada input jumlah imput primer
yang dibutuhkan.

Efisiensi adalah hubungan antara barangg dan jasa (owfput)
yanng dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya
(input) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan
dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan oufpu tertentu
dengan inpur serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu
mamapu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well).
Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam
pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan di mana ukuran
efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil vyag
sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan. Semakin besar kontibusi outpur terhadapa
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pencapaian tujuan, amak semakin efektif organisasi, program
atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada inpur dan efisiensi

pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome

(hasil).



A.

BAB Il

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) menyatakan bahwa berdasarkan tingkat

eksplanasinya adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan

variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel

lain. Berdasarkan hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa

bagian yaitu:

)]

2)

3)

Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel lainnya
Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan,
atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari satu
variabel.
Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian deskriptif yaitu  untuk memeperoleh data yang mampu
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada

tempat melakukan penelitian.
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
PSDA yang beralamat Jalan Slamet Riyadi No. 213 Kelurahan:lawang kidul
kecamatan:Ilir Timur [ Kota Palembang. Telp. (0711) 710033-710305 Fax.
(0711)710033.
C. Operasionalisasi Variabel
Sugiyono (2012: 49) mengemukakan bahwa opersionalisasi variabel
adalah defenisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau
menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, kemudian ditarik

kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah

Tabel 111.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator
Pengukuran kinerja dengan | Suatu proses penilaian yang | 1. Ekonomi
Value For Money dilakukan untuk kemajuan - Realisasi Pengeluaran
pekerjaan terhadap tujuan - Angggaran Pengeluaran
dan sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya 2. Efisien
melalui alat ukur yang - Realisasi Anggaran Belanja
berdasarkan tingkat Langsung
ekonomis, efisien dan - Realisasi Anggaran Belanja

efektivitas
3. Efektivitas

- Realisasi Belanja

- Target Anggaran Belanja

4.  Outcome

Sumber : Penulis, 2016
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D. Data yang Diperlukan

Husein ( 2008: 42) menyatakan bahwa data penelitian pada dasarnya dapat

dikelompokkan menjadi:

D)

2)

Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu
maupun perseorangan, seperti dari hasil wawancara atau pengisian kusioner
yang dilakukan peneliti. (tidak melalui perantara).

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primr yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan
dalam bentuk diagram dan tabel, serta dapat juga dikatakan data yang
diperoleh tidak secara langsung yang melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer berupa wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung
yang dilakukan peneliti dengan Kasubag Keuangan, data sekunder yaitu
berupa:

1. Sejarah singkat Dinas PU. Bina Marga dan PSDA Kota Palembag
2. Srtruktur Organisasi Dinas PU. Bina Marga dan PSDA Kota Palembang

Tahun 2015
3. Data target dan realisasi anggaran belanja Dinas PU Bina Marga dan

PSDA Kota Palembang tahun 2012-2014
4. Data target dan realisasi anggaran kegiatan Dinas PU Bina Marga dan

PSDA Kota Palembang tahun 2012-2014
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E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 402-425) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Interview (wawancara)
Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui
tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.
Kuesioner (angket)
Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya.
Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.
Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa
tulisan, gambar, dan karya-karya monumental.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi berupa data anggaran dan realisasi 2012-2014 Dinas PU Bina

Marga dan PSDA
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1.  Analisis Data

Mudrajad (2013: 145) mengemukakan bahwa analisis data penelitian im

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan
data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan mengunakan rumus-rumus
statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan
masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data
yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini  menggunakan data analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis
kuantitatif yaitu menghitung menganalisis kinerja keuangan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang kemudian,

analisis kualitatif yaitu digunakan penilaian dari hasil perhitungan.
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2.  Teknis analisis

a) Ekonomis:

Realisasi Pengeluaran
Tingkat Efisiens1 = X 100%
Anggaran Pengeluaran

b) Efisiensi

Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tingkat Efisiensi = X 100%
Realisasi Anggaran Belanja

c) Efektivitas

Realisasi Anggaran Belanja
Tingkat Efektivitas = X 100%
Target Anggaran Belanja




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan

Sumber Daya Air.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Palembang dibentuk berdasarkan
Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan
Undang-undang APBN UU No.17 tahun 2003. tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain
menyusun dan melaporkan laporan keuangan satuan kerja yang
dipimpinnya.

Untuk menyelenggarakan tugas ersebut dalam Peraturan daerah Nomor 9
Tahun 2008 ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air Kota Palembang mempunyai tugas sebagai berikut:

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud peraturan
Gubernur Nomor 13  tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
penjabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pmempuntai
fungsi:

a. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi umum, Perencanaan program,
Kepegawaian dan Keuangan.
b. Pemberian perizinan dan Pelayanan Teknis Pembangunan di Bidang

Jalan, dan Jembatan.
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c. Penyelengaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Teknis di
Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan Gubernur.

d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkungan
tugas.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan

Sumber Daya Air Kota Palembang

a. Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Kota Palembang
Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Terwujudnya
Infrastruktur Kebinamargaan, Drainase, dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Yang Handal, Berkualitas untuk mendukung Palembang
Emas.

b. Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Kota Palembang
Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Kota Palembang

ditetapkan sebagai berikut:
1) Meningkatkan infrastruktur jalan, drainase, dan Pengelolaan

Sumber Daya Air.
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2) Menciptakan pelayanan profesional bidang Bina Marga, drainase

dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
a. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Palembang adalah
Dinas yang menjadi ujung tombak yang bertugas dalam pembagunan
infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan roda perekonomian
masyarakat dalam mewujudkan akses pembukaan ruang infrastruktur
lainnya yang bersama Dinas lainnya.

Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang



Gambar IV.1
Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
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b. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA mempunyai

tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang pekerjaan

umum bina marga dan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan

kebijaksanaan yang digariskan oleh walikota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas juga

menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

c)

d)

Memimpin kegiatan Dinas dan urusan keseketariatan serta
bidang yang ada dalam lingkungannya.

Penyusunan visi, misi dan rena strategis Dinas.

Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional
pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum bina marga dan
pengelolaan sumber daya air.

Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama degan unsur
pemeintah kota dan instansi serta masyarakat dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi.
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2) Sekretaris Dinas
Seketariat Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan dan kerumahtanggaan serta mengkoordinasikan
penyusunan program. Seketaris Dinas juga mempunya fungsi:
a) Menyusun kebijakan teknis dibidang ketatausahaan..
b) Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
c) Mengelola urusan keuangan.
d) Pengelolaan urusan admnistrasi kepegawaian
e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
f) Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas bidang-bidang tertentu.
Seketaris Dinas terdiri dari:
a) Kasubbag Umum
Kasubag umum mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-
kegiatan  administrasi  surat-menyurat, kerasipan  dan
kepustakaan. Kasubbag umum juga mempunyai fungsi:
(1) menyusun rencana program kerja dan sub bagian umum
(2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
(3) Menyelenggarakan urusan adminstrasi surat menyurat

(4) Mengelola arsip dinas
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(5) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
kantor dan kendaraan Dinas.
(6) Melaksanakan urusan perjalanan Dinas
b) Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan

pengembangan. Kasubag kepegawaian juga mempunyai fungsi:

(1) Menyusun rencana kerja dan program kerja kepegawaian.

(2) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi

umum dan administrasi kepegawaian

(3) Pelaksanaan kegiatan penghimpun bahan-bahan dan

penyusunan konsep rancangan program kerja

(4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan

(5) Monitoring dan evaluasi dan pelaporan

¢) Kasubbag Keuangan
Kasubbag keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan
pengendalian keuangan. Kasubbag keuangan juga mempunyai

fungst:
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(1) Menyusun rancangan program kerja dan kegiatan sub
bagian keuangan
(2) menyusun rencana anggaran kerja dinas
(3) membuat estimasi tahun bersangkutan baik pengeluaran
anggaran maupun penerimaan daerah yang berasal darn
penerimaan retribusi.
(4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin
maupun anggaran pembangunan.
(5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
(6) Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan
Dinas
3) Bidang Perencanaan
Bidang perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas dinas dibidang perencaaan teknis, menyusun program
dan pelaporan, meyelenggarakan fungsi pengujian dan jasa kontruksi.
Bidang perencanaan juga mempunyai fungsi:
a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan.
b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang perencanaan
c) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang perencanaan.
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.
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e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain dibidang perencanaan.
Bidang ini terdiri dari:
a) Kasi Program dan Pelaporan
Seksi program dan pelaporan, mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan dalam
menyusun program dan pelaporan kinerja dinas. Seksi program
dan pelaporan mempunyai fungsi:
(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
dibidang program dan pelaporan.
(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
program dan pelaporan.
(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
program dan pelaporan.
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
(5) Pelaksanaan  koordinasi dan kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain dibidang program dan pelaporan.
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang.
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b) Kasi Pengujian dan Jasa Kontruksi

Seksi  pengujian dan jasa kontruksi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas biang perencanaan meliputi

pengujian mutu dan penerbitan jasa kontruksi. Kasi pengujian
dan jasa kontruksi mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk tekms
dibidang pengujian dan jasa kontruksi.

(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pengujian dan jasa kontruksi.

(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pegujian dan jasa komtruksi.

(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.

(5) Pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain dibidang pengujian dan jasa
kontruksi.

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

Kasi Leger dan Tata Teknik

Seksi leger dan tata teknik mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dibidang perencanaan meliputi

kegiatan menghimpun leger dan tata teknik sektor bina marga
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dan sumber daya air. Kasi leger dan dan tata teknik
mempunyai fungsi:
(1) Penyusunan rencana program dan dan petunjuk teknis
dibidang leger dan tata teknik
(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang leger
dan tata tekmk.
(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang leger
dan tata teknik.
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
(5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/
instansi lain dibidang leger dan tata teknik.
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugas dan fungsinya.
4) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan
Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi
kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan, pengelolaan
alat-alat dan perbekalan serta pembinaan dan pengawasan teknik
kebinamargaan.  Bidang  Pembangunan dan  Pemeliharaan

Kebinamargaan mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
kebinamargaan.
Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang kebinamargaan.
Pengawasan, pembinaan, dan  pengendalian  dibidang.
kebinamargaan.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain dibidang kebinamargaan.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang ini juga terdiri dari:
a) Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan
Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan
melaksanakan sebagian tugas bidang kebinamargaan meliputi
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan juga
mempunyai fungsi:
(1) Penyusunan rencana program dan dan petunjuk teknis
dibidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
(2) Pelaksanaan program dan petunmjuk tekmis dibidang

pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.
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(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan.

(4) Pelaksanaan  monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.

(5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/
instansi lain dibidang pembangunan dan pemeliharaan
kebinamargaan.

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kasi Alkal Kebinamargaan
Kasi Alkal Kebinamargaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dibidang kebinamargaan
meliputi kegiatan penyiapan pengadaan, pemanfaatan, dan
pemeliharaan alat-alat besar dan pembekalan milik
kebinamargaan. Kasi Alkal Kebinamargaan mempunyai
fungsi:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
dibidang alkal kebinamargaan.

(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang alkal
kebinamargaan.

(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang alkal

kebinamargaan.
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(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas.

(5) Pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain dibidang alkal kebinamargaan.

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

Kasi Pembinaan teknis kebinamargaan.

Kasi pembinaaan teknis kebinamargaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kebinamargaan

meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis disektor

kebinamargaan. Kasi pembinaaan teknis kebinamargaan

mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
dibidang pembinaaan teknis kebinamargaan.

(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pembinaaan teknis kebinamargaan.

(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pembinaaan teknis kebinamargaan.

(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas.
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(5) Pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi  lain  dibidang pembinaaan teknis
kebinamargaan.

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok

melaksankan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan

dan pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan alkal sumber daya air

serta pemanfaatan sungai dan rawa. Bidang pengelolaan sumber daya

air mempunyai fungsi:

a)

b)

c)

d)

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pengelolaan sumber daya air.

Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang pengelolaan sumber
daya air.

Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang. pengelolaan
sumber daya air.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain dibidang pengelolaan sumber daya air.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Bidang ini juga terdin dari:

a) Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan SDA

Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan SDA mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber

daya aiir meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan

sumber daya air. Kasi pembangunan dan pemeliharaan SDA

mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan SDA.

Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan SDA.

Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pembangunan dan pemeliharaan SDA.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi  lain  dibidang  pembangunan  dan
pemeliharaan SDA.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.
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b) Kasi Alkal Sumber Daya Air

Kasi alkal sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi

kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan akal untuk sumber daya

air. Kasi alkal sumber daya air mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
alkal sumber daya air.

Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang alkal
sumber daya air.

Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang alkal
sumber daya air.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi lain dibidang alkal sumber daya air.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.

c) Kasi Pemanfaatan Sungai dan Rawa

Kasi Pemanfaatan Sungai dan Rawa mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air

meliputi kegiatan pemanfaatan sungai dan rawa. Kasi pemanfaatan

sungai dan rawa mempunyai fungsi:
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(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
(5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi lain dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.
6) Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase
Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan, pengelolaan alkal, pengendalian banjir dan drainase
serta pembinaan dan pengawasan pengendalian banjir dan drainase.
Bidang pengendalian banjir dan drainase mempunyai fungsi:
a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pengendalian banjir dan drainase .
b) Pelaksanaan program dan petunjuk dibidang pengendalian banjir

dan drainase .
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c¢) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang. pengendalian
banjir dan drainase .
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain dibidang pengendalian banjir dan drainase .
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang juga terdiri dari:
a) Kasi Alkal Pengendalian Banjir dan Drainase
Kasi Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan alkal, pengendalian
banjir dan drainase serta pembinaan dan pengawasan
pengendalian banjir dan drainase. Kasi pengendalian banjir dan
drainase mempunyai fungsi:
(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pemanfaatan sungai dan rawa.
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.
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(5) Pelaksanaan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi lain dibidang pemanfaatan sungai dan rawa.
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.
Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Banjir dan Drainase
Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Banjir dan Drainase
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang
pengendalian banjir dan drainase meliputi kegiatan pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan
drainase. Kasi pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase
mempunyai fungsi:
(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.
(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
(5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi  lain  dibidang  pembangunan  dan

pemeliharaan banjir dan drainase.
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(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.
¢) Kasi Bintek Pengendalian Banjir dan Drainase

Kasi Bintek Pengendalian Banjir dan Drainase mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian banjir

dan drainase meliputi kegiatan bimbingan teknis dan pengawasan
pengendalian banjir dan drainase. Kasi bintek pengendalian banjir
dan drainase mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.

(2) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.

(3) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dibidang
pembangunan dan pemeliharaan banjir dan drainase.

(4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.

(5) Pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama  dengan
lembaga/instansi  lain  dibidang  pembangunan  dan
pemeliharaan banjir dan drainase.

(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai tugasnya dan fungsinya.



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini adalah mengenai tingkat ekonomis,
efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan anggaran untuk menilai kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kota Palembang dengan Value For Money rasio ekonomis, efisiensi dan

efektifitas terhadap pelaksanaan anggaran belanja yaitu dengan tingkat

ekonomis, efisien, dan efektivitas dan data tahun 2012 -2014

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Untuk tahun 2012 sampai dengan 2014

Belanja
Tahun ——
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
2012 103.338.311.106,74 92.068.325.843
2013 271.146.845 846 255.145.885.601
2014 247.447.150.258,68 225.618.178.845

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016
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Tabel IV.2
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan PSDA Kota Palembang
Untuk tahun 2012 sampai dengan 2014

Keterangan Anggaran Realisasi
Tahun 2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG:
Belanja Pegawai 3.925.454.000 3.817.209.256
BELANJA LANGSUNG:
Belanja pegawai 1.627.830.004 1.341.816.000
Belanja barang dan jasa 17.060.778.102,74 | 15.724.690.277
Belanja Modal 180.724.249.000 71.184.610.310
Tahun 2012
Belanja Tidak langsung:
Belanja Pegawai 5.819.139.350 5.268.478.355
Belanja Langsung:
Belanja pegawai 1.085.440.000 497.796.500
Belanja barang dan jasa 22.383.149.900 20.399.268.568
Belanja Modal 241.859.116.590 228.980.342.178
Tahun 2012
Belanja Tidak langsung:
Belanja Pegawai 5.834.707.000 5.726.879.813
Belanja Langsung
Belanja pegawai 1.596.360.575 536.720.575
Belanja barang dan jasa 35.803.682.371 32.133.381.157
Belanja Modal 204.212.400.312 187.221.197.300 |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

Analisis Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pengukuran ekonomis menekankan pada input atau biaya. Mengukur

tingkat ekonomis yaitu dengan membandingkan antara biaya pengeluaran

yang dianggarkan dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan

sebelumnya. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat

pengeluaran yang dilakukan dan juga mencakup pengelolaan secara hati-
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hati dan cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional
dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya
yang tidak perlu.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tolak ukur yang
digunakan adalah anggaran dan realisasi sesuai dengan indikator
ekonomis yaitu membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran.

Apabila perbandingan realisasi dan biaya anggaran lebih kecil
darnt 100% maka dapat dikatakan anggaran cukup ekonomis. Apabila
realisasi biaya dan anggaran adalah sama dengan 100% maka berimbang
dan jika realisasi biaya dan anggaran lebih dari 100% maka dikatakan
anggaran belum ekonomis.

Perhitungan nilai ekonomis berdasarkan data dari laporan
realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan 2014.

Rumus sebagai berikut:

Realisasi pengeluaran
Tingkat ekonomis = X 100%
Anggaran Pengeluaran

Rumus di atas dapat dilakukan untuk menganalisis tingkat
ekonomis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber

Daya Air Kota Palembang.
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Tahun 2012
Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air konta Palembang tahun anggaran
2012 sebesar Rp 103.338.311.106,74 dan realisasi sebesar Rp.

92.068.325.843 Maka tingkat ekonomi untuk tahun 2012 adalah:

92.068.325.843
Tingkat Ekonomis = x 100% = 89,09%
103.338.311.106,74

Pada tahun 2012 tingkat ekonomi pelaksanaan anggaran belanja
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang adalah 89,09%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah
ckonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi
<100%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2012 menunjukan kinerja
yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp
103.338.311.106,74 yang mana terdiri dari belanja langsung, lebih
besar daripada realisasi belanja sebesar Rp. 92.068.325.843 . Dari unsur
anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak
yaitu belanja langsung

Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak
yaitu belanja modal sebesar 80.724.249.000. Dan dari unsur realisasi

belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja
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langsung, karena belanja langsung pada tahun 2012 . Unsur belanja
langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja modal
sebesar Rp 71.184.610.310.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja
sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja
itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

Tahun 2013
Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun anggaran
2013 sebesar Rp 271.146.845.846 dan realisasi sebesar Rp

255.145.885.601. Maka tingkat ekonomi untuk tahun 2013 adalah:

255.145.885.601
Tingkat Ekonomis = x 100% =94,01%
271.146.845.846

Pada tahun 2013 tingkat ekonomi pelaksanaan anggaran belanja
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang adalah 94,01%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah
ekonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi
<100%.

Hal in1 berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 menunjukan kinerja

yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp
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271.146.845.846 yang mana terdiri dan belanja operasional, belanja
modal lebih besar daripada realisasi belanja sebesar Rp
255.145.885.601yang  terdiri dari belanja langsung, belanja tidak
langsung

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi
paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional
pada tahun 2013. Unsur belanja operasional yang memberikan
kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar . Dan dari unsur
realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu
belanja operasional, karena belanja langsung pada tahun 2013 sebesar
Rp 265.327.706..490. Unsur belanja langsung yang memberikan
kontribusi  lebih banyak yaitu belanja modal sebesar Rp.
228.980.342.178.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja
sesual target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja
itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

Tahun 2014
Target pengeluaran biaya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun anggaran 2014
sebesar Rp 247447.150.258,68 dan realisasi sebesar Rp

225.618.178.845. maka tingkat ekonomi untuk tahun 2014 adalah:
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225.618.178.845
Tingkat ekonomis = x 100% = 91,18%
247.447.150.258,68

Palembang adalah 91,18%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang sudah
ekonomi dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio ekonomi
<100%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 menunjukan kinerja
yang sangat baik yaitu anggaran belanja yang diterima sebesar Rp
247.447.150.258,68 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja
modal lebih besar daripada realisasi belanja sebesar Rp
225.618.178.845 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi
paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional
pada tahun 2014 sebesar Rp. 241.612.443.258,68 Unsur belanja
operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja
modal sebesar Rp. 204.212.400.312 Dan dari unsur realisasi belanja
yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional,
karena belanja langsung pada tahun 2014 sebesar Rp. 219.891.299.032.
Unsur belanja langsung yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu

belanja modal sebesar Rp. 187.221.197.300
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Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja

sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti

apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja

itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

Tabel IV.3
Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis Dinas PU Bina Marga dan PSDA
Kota Palembang selama tahun 2012-2014

Tahu Realisasi Anggaran Tingkat Standar Keterang
n Pengeluaran Pengeluaran Ekonomis an
2012 103.338.311.106,74 92.068 325 843 89,09 % X<100=Ekonomis Ekonomis
2013 271.146.845 846 255.145.885.601 94,10% X<100=Ekonoms Ekonomis
2014 247.447.150.258,68 225618 178 845 91,18% X<100=Ekonomis Ekonomis

Sumber : Data yang diolah, 2016

Berdasarkan tingkat ekonomi yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat
ekonomi anggran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar
94,01% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2013, realisasi belanja
sebesar Rp 255.145.885.601 lebih kecil daripada anggaran belanja.
Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak
langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi anggran yang
ditetapkan.

Tingkat ekonomi anggran belanja yang terendah yaitu pada tahun
2012 sebesar 89,09% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun

2012 realisasi belanja sebesar Rp 92.068.325.843 lebih kecil daripada

anggaran belanja. Unsur-unsur belanja tersebut terdin dari belama
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langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi
anggran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang cukup berhasil yang menunjukan kinerja yang baik seuai
pendapat Mardiasmo (2002:31) yang menyatakan kegiatan operasional
dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya
yang tidak perlu. Semakin besar persentase ekonomi maka kinerja
keuangan dinas semakin baik.

Artinya, . Dinas dinilai sudah bisa menghemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja dengan cara yang sangat ekonomis
misalnya menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif dan
mengurangi biaya yang tidak diperlukan serta dalam hal pengadaan dan
alokasi sumber daya dilakukan dengan sebaik-baiknya.

. Tingkat Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara
yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan
dengan input yang digunakan (cost of output). Suatu kegiatan opeasional
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat
dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-
rendahnya (spending well).

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tolak ukur yang
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digunakan adalah anggaran dan realisasi penerimaan alokasi dana
kegiatan. efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran
belanja langsung dan realisasi anggaran belanja. Apabila  hasil
perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak
efisien. Apabila hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran
belanja dikatakan kurang efisien. Apabila hasil pencapaian antara 80% -
90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien. Apabila hasil
pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan efisien.
Apabila  hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja
dikatakan kurang efisien. Perhitungan nilai efisiensi berdasarkan data
dari laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012 sampai

dengan 2014.

Realisasi anggaran belanja langsung
Tingkat Efisicnsi = x 100%
Realisasi anggaran belanja

Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada
tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 89.463.004.087 dan realisasi
anggaran belanja sebesar Rp. 93.280.213.343

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2012 adalah:
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89.463.004.087
Tingkat Efisiensi = x 100% = 95,90%

93.280.213.343

Pada tahun 2012 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang adalah 95,90%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-
100%. Hal i berarti kineja Dinas pada tahun 2012 menunjukan
kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja
tidak melebihi jumlah anggarah yang telah ditetapkan. Jumlah belanja
yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
Untuk tahun 2012, belanja sebesar Rp. 89.463.004.087 lebih kecil
daripada anggaran belanja sebesar Rp 93.280.213.343.

Unsur-unsur belanja terdin dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk
belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi
anggran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja

sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti
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apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja
itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.
b. Tahun 2013
Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 249.877.407.246
dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 255.145.885.601

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2013 adalah:

249 .877.407.246
Tingkat Efisiensi = x 100% =97,93%
255.145.885.601

Pada tahun 2013 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang adalah 97,93%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-
100%. Hal 1m berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 menunjukan
kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja
tidak melebihi jumlah anggarah yang telah ditetapkan. Jumlah belanja

yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
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Untuk tahun 2013, belanja sebesar Rp. 249.877.407.246 lebih kecil
daripada anggaran belanja sebesar Rp 255.145.885.601.

Unsur-unsur belanja terdiri dar belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk
belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi
anggran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja
sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja
itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.

c. Tahun 2014
Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada
tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 219.891.299.032 dan realisasi
anggaran belanja sebesar Rp. 255.618.178.845

Maka rasio tingkat efisiensi untuk tahun 2014 adalah:

219.891.299.032
Tingkat Efisiensi = x 100% = 97,46%
255.618.178.845

Pada tahun 2014 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota

Palembang adalah 97.46%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
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Marga dan Pengelelaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
efisien dalam pengelolaan anggaran belanja karena tingkat efisiensi 90-
100%. Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 menunjukan
kinerja yang kurang baik dinilai belum bisa mengemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja.

Berkaitan dengan belanja, dikatakan efisien jika realisasi belanja
tidak melebihi jumlah anggarah yang telah ditetapkan. Jumlah belanja
yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
Untuk tahun 2014, belanja sebesar Rp. 219.891.299.032 lebih kecil
daripada anggaran belanja sebesar Rp 255.618.178.845.

Unsur-unsur belanja terdini dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Untuk
belanja langsug seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi
anggran yang telah ditetapkan.

Apabila Dinas berhasil merealisasikan target anggaran belanja
sesuai target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti
apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk target anggaran belanja

itu lebih kecil daripada realisasi anggaran belanja yang diterimanya.
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Pengukuran Tingkat Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
PSDA Kota Palembang selama Tahun 2012 sampai 2014

Tahun | Realisasi Realisasi Tingkat | Keterangan
Belanja anggaran Efisiensi
Langsung belanja
2012 | 89.463.004.087 | 93.280.213.343 | 95,90% | Kurang Efisien
2013 | 249.877.407.246 | 255.145.885.601 | 97,93% | Kurang Efisien
2014 | 219.891.299.032 | 255.618.178.845 | 97,46% | Kurang Efisien
Sumber: penulis, 2016

Berdasarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat
efisiensi anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar
97.93% dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2013, realisasi belanja
sebesar Rp 249.877.407 lebih kecil daripada anggaran belanja daerah Rp
255.145.885.601. Unsur-unsur belanja daerah tersebut terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung. Semua unsur belanja daerah tidak melebihi
anggaran yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi anggran belanja yang terendah yaitu pada tahun
2012 sebesar 95,90% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2012,
realisasi  belanja sebesar Rp 89.463.004.087 lebih kecil daripada
anggaran belanja Rp 89.463.004.087. Unsur-unsur belanja daerah
tersebut terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Semua unsur
belanja daerah tidak melebihi anggran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumer Daya Air belum
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berhasil menunjukan kinerja yang baik. Dinas dinilai belum bisa
menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Hasil pengukuran
kinerjanya menunjukan kriteria kurang efisien.
Tingkat Efektivitas

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dalam pelaksanaan
anngaran belanja tolak ukur yang digunakan adalah Efektivitas (hasil
guna) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas
yang telah dicapai oleh manajemen yang ditentukan sebelumnya.
Efektivitas anggaran dapat diukur dengan rasio antara relisasi anggaran
belanja dan target anggaran belanja. keberhasilan suatu organisasi usaha
mencapail tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan
perbandingan outcome dengan output, Pengukuran kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota
Palembang tolak ukur yang digunakan adalah rasio antara relisasi
anggaran belanja dan target anggaran belanja

Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran
belanja dikatakan sangat efektif. Apabila hasil pencapaian antara 90% -
100% maka anggaran belanja dikatakan efektif Apabila  hasil
pencapaian antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan cukup
efektif. Apabila hasil pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran
belanja dikatakan kurang efektif. Apabila hasil pencapaian dibawah 60%

maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.
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Berdasarkan hal tersebut untuk mengukur tingkat efektivitas dalam
pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran belanja

dengan realisasinya dikali 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi anggaran belanja
Tingkat Efektivitas = x 100%
Target Anggaran Belsnja

Perhitungan 1ni berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran
pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya
Air Kota Palembang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 setiap
tahunnya sebagai berikut:

Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012
ditetapkan sebesar Rp. 442.654.362.000 dan target anggaran belanja
sebesar Rp. 828.753.112.000

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2012 adalah:

442.654.362.000
Tingkat Efektivitas = x 100% = 5341 %
828.753.112.000

~

Pada tahun 2012 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kota Palembang adalah 53,41 %. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
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efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya
<60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2012 dinilai kurang baik
dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan
dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi
umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2012,
realisasi belanja daerah sebesar Rp. 442.654.362 lebih kecil daripada
anggaran belaja daerah sebesar Rp. 828.753.112.

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai
dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila
biaya yang dikeluarkan utuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil
daripada anggaran belanja yang diterimanya.

. Tahun 2013

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012
ditetapkan sebesar Rp. 255.145.885.601dan target anggaran belanja
sebesar Rp. 271. 146.845.840

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2013 adalah:

255.145.885.601
Tingkat efektivitas = x 100% =49,67%
271. 146.845.840
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Pada tahun 2013 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kota Palembang adalah 49,67%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya
<60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2013 dinilai kurang baik
dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan
dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi
umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2012,
realisasi belanja daerah sebesar Rp. 255.145.885.601 lebih kecil daripada
anggaran belaja daerah sebesar Rp. 271.146.845.840.

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai
dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila
biaya yang dikeluarkan utuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil
daripada anggaran belanja yang diterimanya.

. Tahun 2014

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang pada tahun 2012
ditetapkan sebesar Rp. 108.228.650.000 dan target anggaran belanja
sebesar Rp. 187.221.197.300

Maka rasio tingkat efektivitas untuk tahun 2014 adalah:
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108.228.650.000
Tingkat Efektivitas = x 100% = 57,80%
187.221.197.300

Pada tahun 2014 tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kota Palembang adalah 57,80%. Artinya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang kurang
efektif dalam pengelolaan anggaran belanja yang rasio efektifitasnya
<60%.

Hal ini berarti kinerja Dinas pada tahun 2014 dinilai kurang baik
dalam menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja. Berkaitan
dengan belanja, dikatakan efektif jika realisasi belanja tidak melebihi
umlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Untuk tahun 2014,
realisasi belanja daerah sebesar Rp. 108.228.650.000 lebih kecil daripada
anggaran belaja daerah sebesar Rp. 187.221.197.300 yang mana terdiri
dari .

Apabila dinas berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai
dengan target yang ditetapkan, keberhasilan kurang memiliki arti apabila
biaya yang dikeluarkan utuk realisasi anggaran belanja itu lebih kecil

daripada anggaran belanja yang diterimanya.
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Tabel IV.5
Hasil Perhitungan Tingkat Efcktivitas Dinas PU Bina Marga dan
PSDA selama tahun 2012 sampai 2014

Tahun Target Realisasi Tingkat | Keteran
Anggaran Anggaran Belanja | Efektivit gan
Belanja as
2012 | 828.753.112.000 442.654.362.000 | 53,41 % Tidak
Efektif
2013 | 271. 146.845.840 255.145.885.601 | 49.67% Tidak
Efektif
2014 | 187.221.197.300 108.228.650.000 | 57.80% Tidak
Efektif

Sumber : data yang diolah, 2016 .

Berdasarkan tingkat efektifitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tingkat efektif
anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 57,80%
dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2013, realisasi belanja Rp
108.228.650.000 sebesar lebih kecil daripada anggaran belanja sebesar
Rp 187.221.197.300. realiasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh
perbedaannya untuk memenuhi target anggaran belanja.

Tingkat efektif anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun
2013 sebesar 49,67% dengan kriteria cukup ekonomi. Tahun 2012,
realisasi  belanja sebesar Rp 255.145.885.601 lebih kecil daripada
anggaran belanja Rp 271. 146.845.840. realiasi anggaran yang dicapai
masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran
belanja.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun, kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumer Daya Air belum
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berhasil menunjukan kinerja yang baik. Dinas dinilai belum bisa
memaksimalkan  pengelolaan anggaran belanja. Hasil pengukuran
kinerjanya menunjukan kriteria kurang efektif.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya
Air Kota Palembang mengatakan bahwa anggaran yang cukup jauh
perbedaannya dengan terget yang diharpkan disebabkan adanya kegiatan
vang dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan pada Tabel IV.4 menunjukan
bahwa rincian realisasi anggaran tidak mendapatkan pencapaian yang
maksimal. Kegiatan itu meliputi program pembagunan jalan dan
jembatan serta program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan
serta pembuatan saluran air
Berdasarkan hasil wawancara pada bagian kasubag keuangan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaaan Sumber Daya Air Kota
Palembang diatas dapat dilihat bahwa masih ada anggaran yang belum
terealisasi dikarenakan waktu yang singkat dan cuaca sehingga banyak

belanja yang tidak bisa dilaksanakan.



BABYV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan setelah dilakukan
analisis hasil pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekejaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang dalam pelaksanaan
anggaran belanja tahun 2012-2014 bila diukur dengan value for money
belum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi yang
berdasarkan visi dan misi. Dikarenakan kegiatan yang dijalankan Dinas
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air Kota Palembang belum dapat dikatakan Efisien dan
Efektif, bahwa pengeluaran anggaran belanja yang begitu besar terhadap
aktivitas kegiatan tersebut, belum memberikan kontribusi yang besar
dalam peneingkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan eckonomis pelaksanaan anggaran
belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2014 sudah ekonomi. Hasil
perhitungan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
tahun 2012-2014 kurang efisien. Hasil perhitungan efektifitas
pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang tahun 2012-2014 kurang

efektif.

94
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti
membeikan saran agar dapat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi
dan efektifitas serta menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

anggaran belanja sebagai berikut:

I. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber
Daya Air agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien,
maka yang harus dilakukan adalah pemahaman konsep belanja,.
Dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan
pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan.
Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja
sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh
karena itu formulasi kebijakan anggaran belanja diarahkan pada
program yang didukung dengan pembangunan infrastruktur .

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber
Daya Air agar lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pengelolaan anggaran belanja ditahun-tahun selanjutnya, dan
dilakukan evaluasi agar bisa menilai kinerja yang dilakukan dalam
tiap tahunnya.

3. Pengukuran ini hanya berdasarkan aspek kuantitas. Hal inmi

merupakan keterbatasan dalam peneitian ini. Oleh karena itu
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diharpkan adanya pengembangan penelitian kedepan dengan model

pengukuran yang mempertimbangkan aspek kualitas.
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